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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri
Bintuhan Tahun 2022 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi
dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK}!P) Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II
Tahun 2022 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian
target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat
kebehasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-
indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informas;i
tenang pencapaian Pengadilan Negerni Bintuhan kelas Il dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam rencana dan penetapan kinerja
tahun 2021. serta menjadi bahan eviuasi internal untuk meningkatkan kinerja
Pengadilan Negeri Bintuhan kelas |! selanjutnya.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengalan Negeri Bintuhan Kelas Ii
Tahun 2021. kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh
sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga
laporan ini dapat bermanfaat.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas || Tahun 2022
merupakan Laporan perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l pada Tahun 2022. Laporan ini merupakan
penyajian data informasi serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas I kepada publik. Laporan ini dalam rangka
menindaklanjuti Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta surat Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: - 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal
14 Desember 2022, perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il tahun 2022 ini disusun
berdasarkan Laporan terhadap * Pencapaian Kinerja “ (Performance Resulf) dari
jajaran dllawah Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung RI, selama kurun waktu
dari bulan Januari s/d Desember 2022, yang selanjutnya dianalisa dan di
perbandingkan dengan “Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan
Lembaga“ (RKAKL) tahun 2022.

Dengan membandingkan program dengan kegiatan yang telah dilaksanakan,
maka tampak hasil yang telah dicapai adalah 134.34 % . Ini berarti bahwa kinerja
instansi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas i tergolong berhasil karena pencapaian
kinerja diatas 100 %.

Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapainnya dan
ada kegiatan yang belum memperiihatkan out comes dan benefits maupun impacts
karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber daya
manusia belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun - tahun
berikutnya out comes, benefits dan impact dari kegiatan tersebut akan terus dipantau
dan diupayakan seoptimal mungkin agar ke -12 indikator kinerja tersebut dapat lebih

meningkat.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:
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Sasaran Strategis |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Realisasi Capaian

. Persentase Perkara yang Diselesaikan 100% [95,62 % 95.62 %
Tepat Waktu

. Jumlah putusan yang menggunakan 10% 0% 0%
pendekatan keadilan restoratif

. Persentase Perkara yang Tidak Q0 % 93.08 % 103.42 %
Mengajukan Upaya Hukum Banding

. Persentase Perkara yang Tidak 95 9%, 9781% | 102.95%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

. Persentase Perkara Pidana Anak yang 70 % 14.28 % 20.4 %
Diselesaikan dengan Diversi

- Index Kepuasan Pencari Keadilan 89.72%] 101.75%

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 70.69 %

Sasaran Strategis I
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

100 % 100 % 100 %

a. Persentase salinan Putusan yang
disampaikan ke para pihak Tepat Waktu

10 % 0% 0%

b. Persentase Perkara yang
DiselesaikanMelalui Mediasi

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il

Sasaran Strategis llI
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja Realisasi

Capaian

Persentase Perkara Prodeo yangDiselesaikan 0 0
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b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan

C. Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase Putusan Perkara Perdata yang o
ditindak lanjuti (dieksekusi) 30 % S

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis IlI

Nilai Total Capaian Kinerja
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BAB |
PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il merupakan lembaga kekuasaan
kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama yang berada di
bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas !l selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan
Peradilan Umum, diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan
good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam
bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang
harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.
Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan
pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun
langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan kinerja yang disusun
secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan
sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022 dalam
melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Negeri Bintuhan.
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Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, !aporan kinerja ini juga disusun
sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Rl Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara
teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinesja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

e N CAn s
ST e it T RS T

1. Kedudukan
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004
dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman di fingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Wewenang
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di
bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menjadi kawal depan (Voorj post)
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
perkara yang masuk di tingkat pertama.

3. Fungsi.
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas ll antara lain:

- Fungsi Peradilan (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
pengadiian dalam tingkat pertama.

- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta

pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
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PENGADILANNEGERT BINTUHAN KELAS TT

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminté
(undang-Undang No. 5 tahun 2004)..

- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/periengakapan) untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

- Fungsi Lainnya: Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4
tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas
dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
seperti: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan

STRUKTUR ORGAMNISASI
PENGADILAN NEGER! BINTUHAN

Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Perma No 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
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Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas ||
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Bab | Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (strafegic
issue) yang sedang dihadapi oragnisasi.
2. Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022
3. Bab lll Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
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PERENCANAAN KINERJA

engadilan Negeri Bintuhan Kelas il Tahun 2020 — 2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

Rencana Strategis P

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertlian, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas I| menjadi landasan dan titik
awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi
Mahkamah Agung dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas ll yakni “TERWUJUDNYA Pengadilan Negeri Bintuhan YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas 1| menetapkan

misi sebagai berikut :
- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bintuhan:;

e o s

. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan:
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bintuhan:

. Meningkatkan kredllilitas dan transparasi di Pengadilan Negeri

Bintuhan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang
perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja
khususnya dari segi akuntabilitas.
1. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan Strategis.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
hingga 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis,
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L
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il akan dapat secara tepat

mengevaiuasi dan mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai yang

disusun berdasarkan visi dan misi organisasi.

Isu strategis Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l adalah peningkatan

pelayanan peradilan. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel:

2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara;

3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis
Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi
pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Dengan demikian keberhasilan
pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il yang sudah dirumuskan dalam
renstra (rencana strategis).
Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas il menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
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PENGADILAN NEGERT BINTUHAN KELAS T \
a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ‘
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan
pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri
Bintuhan, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan
Perkara dengan kegiatan sebagai berikut :
a) Penyelesaian Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama ;
b) Penyelesaian perkara yang diajukan dengan restoratif justice
c) Penyelesaian perkara yang menghasilkan putusan yang berkualitas;
d) Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang dengan Diversi:
e) Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan tindak [anjut
hasil laporan;
f) Pengiriman Salinan Putusan Perkara yang kepada Para Pihak Tepat
Waktu
g) Penyelesaian Perkara Perdata yang Melalui Mediasi
h) Layanan Pos Bantuan Hukum ;
i) Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya
Perkara.
b. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :
a) Terwujudnya SDM peradilan yang berkualitas dan berkompeten.
b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
secara optimal.
¢) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung
pelayanan prima peradilan.
Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan
pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan
dukungan terhadap peningkatan kinerja Mahkamah Agung.
Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Bintuhan,
upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, antara lain:
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- Pengusulan Hakim untuk mengikuti diklat teknis yudisial dan non
yudisial ;

- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi
dibidang Manajemen dan Kepemimpinan

- Pengawasan Profesionaiitas oleh Ketua Pengadilan terhadap Tenaga
Teknis Peraditan dan Aparatur Peradilan

~ Peningkatan Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan.

- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan  Administrasi
Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

- Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan
Organisasi.

- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan  Administrasi
Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

- Dukungan Pelayanan Pimpinan Pengadilan Negeri Bintuhan dan Tugas
Teknis Lainnya.

- Pengusulan SDM untuk mengikuti Pembinaan Keamanan, Urusan Tata
Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah
Agung.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Bintuhan.
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Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

yang telah di reviu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Proses @.Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat
Peradilan yang Pasti, Waktu
Transparan dan Akuntabel
b. Jumlah putusan yang menggunakan
pendekatan keadilan restoratif
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi
f. Index Kepuasan Pencari Keaditan
i Peningkatan Efektivitas . Persentase salinan Putusan yang disampaikan
Pengelolaan Penyelesaian | ke para pihak Tepat Wakiu
Perkara
b.Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui
Mediasi
= Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan
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Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pemyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il, menciptakan tolok ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel.2.2
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2022
( PKT awal )

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

. Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Diselesaikan

100

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan

100

c. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

100

d. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

100

@. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding

90

upaya hukum kasasi

f. Persentase perkara yang tidak mengajukan| 90

g. Persentase perkara yang tidak mengajukanl 90
upaya hukum Peninjauan kembaili
h. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Digelesaikan dengan Diversi
i. Index Kepuasan Pencari Keadilan 90
Peningkatan Efektivitas @. Persentase Salinan Putusan Perkara 100

Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu
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b. Persentase Salinan Putusan Perkara] 100

Pidana yang dikiim kepada Para Pihak
TepatWaktu

c. Persentase Berkas Perkara  Yang 100
Dimohonkan Banding,Kasasi, dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase Perkara yang Diselesaikan] 10
melalui mediasi
e . Persentase putusan perkara yang menarikl 100
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah

utus
Meningkatnya Akses 3. 'I):’ersentase Perkara Prodeo 0
Peradilan bagi Masyarakat yangDiselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan
p. Persentase Perkara yang Diselesaikan 0
di Luar Gedung Pengadilan
c.Persentase Pencari Keadilan Golongan 100

Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 30
terhadap Putusan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Pengadilan

Dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173
fSEK/SK/I2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada
Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadiian Tingkat Pertama Di Lingkungan
Mahkamah Agung R.I, tertanggal 31 Januari 2023, Perjanjian Kinerja Pengadilan
Negeri Bintuhan Kelas |l Tahun 2022 dilakukan revisi pada indikator kinerja dan
target.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2022




L

PENGADILAN NEGERT BINTUHAN KBAS I -\
Tabel.2.3 |
Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas lI
Tahun 2022
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. | Terwujudnya Proses Peradilan |@. Persentase Perkara yang Diselesaikan 100%
yang Pasti, Transparan dan Tepat Waktu
Akuntabel

b. Jumiah putusan yang menggunakan 10%
pendekatan keadilan restoratif

c. Persentase Perkara yang Tidak 90%
Mengajukan Upaya Hukum Banding

d. Persentase Perkara yang Tidak 95%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 70%
Diselesaikan dengan Diversi

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan 98%
2. | Peningkatan Efektivitas la. Persentase salinan Putusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian disampaikan ke para pihak Tepat
Perkara Waktiu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 10%
Melalui Mediasi
3. | Meningkatnya Akses Peradilan [a. Persentase Perkara Prodeo yang 0%
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 0%

di Luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 30%
terhadap Putusan Pengadilan | yangDitindak lanjuti (Dieksekusi)
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dliandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas i
tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian : Realisasi X 100%
Target

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
dalam tahun 2022 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja

tersebut diuraikan dalam tabel dllawah ini.
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Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Ji Tahun 2022
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI |[CAPAIAN
1. Terwujudnya a. Persentase Perkara yang 100% | 95.62% |95.62%
Proses Diselesaikan Tepat Wakiu
Peradilan Yang b jumiah putusan yang 10 % 0% 0%
Pasti menggunakan pendekatan
Transparan dan keadilan restoratif
el c. Persentase Perkara yang 80 % | 93.08% |103.42%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
d. Persentase Perkara yang 9 % 97.81% |102.95%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
€. Persentase Perkara Pidana 0% | 1428% | 204%
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
f. Index Kepuasan Pencari o8 | 99.72% | 101.75
Keadilan
o,
2 Peningkatan a. Persentase salinan Putusan 100% 100 % 100 %
" | Efektifitas yang disampaikan ke para
Pengelolaan pihak Tepat Waktu
Penyelesaian 0% | 0% 0%
Perkara b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi
H 0, s} 0,
3 NI? sr:ggkatnya a. Persentase Perkara Prodeo S - L
Peradilanbagi yang Diselesaikan
o v) 0
m;ﬁ:?::t ¢. persentase Perkara yang U e e 0%
i Diselesaikan di Luar Gedung
'Pingg Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan 1009%| 100 % 100 %
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan Perdata yang Ditindak lanjuti 30 % 100 % [333.34%
Terhadap (Dieksekusi)
Putusan
Pengadilan
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Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il Tahun 2022
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di

atas. Hasil capaian kinerja berikut penjelasan dari masing-masing indikator

kinerja pada tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI |

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri

Bintuhan Kelas Il dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan

pada tabel di bawah ini :

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

|

| a. Persentase Perkara yang

Diselesaikan Tepat Wakfu

100 %

95.62 %

05.62 %

b. Jumlah putusan yang
menggunakan pendekatan
keadilan restoratif

10 %

0%

0%

c. Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

90 %

93.08 %

103.42%

d. Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

95 %

97.81 %

102.95 %

e. Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

70 % |

14.28 %

204 %

f. Index Kepuasan Pencari
Keadilan

98 %

99.72 %

101.75
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Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2022 ini
sebagai berikut:

Sasaran 1 - Indikator Kinerja Ke -1
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
" R e e

* Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara yang diputus tepat
waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka
waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI.

» Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perbandingan perkara yang diputus tepat wakiu dengan perkara yang
diselesaikan (sisa tahun sebelumnya di tambah perkara yang masuk tahun

ini).

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X100 %
fumlah perkara yang diselesaikan
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Tabel 3.3
Keadaan Perkara Pengadilan Negeri BintuhanTahun 2022
Berdasarkan Jenis Perkara

Pidana Biasa | 11 88 0 99 87 87 0 0
Pidana Anak | 1 13 0 14 14 14 0 0 0
| Perkara Lalu | D 1686 | 0O 168 168 168 0 0 0
Lintas '
fTilang
[ Pidana 0 1 0 1 1 1 0 0 0]
Cepat/
Tinctak
Pidana
._Ringan
Pidana 0 1
Singkat
Pra 0
Peradilan
Perdata 1
Gugatan
| Perdata 0
Gugatan
Sederhana [ i
Perdata 0 51 0] 51 51 51 0 0 0
Permohonan ; i i

of ® o
ol of o o
ol o o
ol o o
o o o o
ol ol & o
o e e
o wl ol o

180
160
140
120
100

M Sisa 2021 Masuk 2022 Dicabut
| Jumlah Perkara yang ditangani B Putus 2022 B Minutasi 2022
M Belum Minutasi M Series8 B Sisa Perkara 2022

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2022




PENGADILAN NEGERT BINTUHAN KELAS 1T

Tabel 3.4
Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

T e

1. | Pidana Biasa 11 TR
2. | Pidana Anak 1 13 0 14 14 100%
3. | Pidana Cepat/ 0 1 0 1 1 100%
Tipiring
4, | Pidana 0 1 0 1 1 100%
Singkat
5. | Praperadilan 0 0 0 0 0 0
5. | Perdata 1 8 1 9 3] £6.7%
Gugatan
6. | Perdata 0 0 0 0 0 0
Gugatan
Sederhana
7. | Perdata 0 51 0 51 51 100%
Permohonan
120
100
20
60
40
20
o i I R _H_inm
% £ : 5 5 : 5
= % 5 g = g £ 2
= A g & 3 2
b=l = o & o 5 il @
B a 2 = o 3 & =
o c ] = 0
& 3 =
m
=
&
1 2 3 4 5 5 3] 7
M Sisa Perkara Tahun 2021 W Perkara Masuk Tahun 2022
I Dicabut lurmlah Perkara Yang ditangani

W Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2022




Jumiah perkara Lalu lintas yang diputus pada tahun 2022 adalah 174
perkara, dan perkara yang diputus tepat waktu adalah 174 perkara. Realisasi
kinerja tahun 2022 (perbandingan perkara yang diputus tepatwaktu dengan
perkara yang diselesaikan) sebesar 100%.

Tabel 3.5
Keadaan Perkara Lalulintas tahun 2022

0 0
0 25 25 25 25 0
i 24 24 54 24 0
0 12 12 12 12 0
0 3 3 3 3 i
0 13 13 13 13 0
0 0 0 0 0 0
0 35 35 35 35 0
0 6 B 6 6 0
0 a7 47 47 47 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 174 174 174 174 0
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 Sisa perkara tahun 2021 sebanyak 13 perkara, jumlah perkara yang masuk
tahun 2022 sebanyak 330, sehingga beban perkara pada tahun 2022
sebanyak 343 perkara.

» Perkara yang diselesaikan di tahun 2022 adalah sebanyak 328 perkara,
dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 328 perkara.
Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
sebesar 95,62 % dan capaiannya sebesar 95.62 %.

Capaian tersebut menurun 4,38 % jika dllandingkan dengan tahun 2021
yang capaiannya sebesar 100 %.

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh
penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor: 214/KMA/SK/XIl/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sesuai dengan
implementasi keputusan Mahkamah Agung tersebut yaitu penanganan
perkara ditingkat pertama.

Sedangkan masih adanya perkara perdata yang di putus tidak tepat waktu (>

9 bulan) di sebabkan karena:

1. Pinak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan
meskipun tefah dipanggil secara patut oleh Jurusita menyebabkan
persidangan sering tertunda.

2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga
pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

Perkara Lalu Lintas

Sisa perkara Lalu lintas tahun 2021 sebanyak 0 perkara, jumlah perkara
yang masuk tahun 2022 sebanyak 174, sehingga beban perkara padatahun
2021 sebanyak 174.
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke — 2
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan

restoratif.

Restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada
kondisi terciptanya keadilan danfatau keseimbangan bagi masyarakat dengan
metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelakukejahatan,
korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan
Perkara yang diajukan untuk restoratif.

Perkara yang diselesaikan dengan retoratift X 100
Perkara yang diajukan untuk restoratif

Tabel 3.6
Keadaan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173 /SEK/SK/II/2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat
Banding Dan Pengadilan Tingkat Peertama Di Lingkungan Mahkamah Agung
R.l, perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang
diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui

penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

Tabel 3.7
Perincian Perkara Pidana NarkotikaTahun 2022

Sisa2021 Masuk

2022 Beban Perkara Putus Sisa 2022
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Dari jumlah tersebut jumiah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan
keadilan restoratif sebanyak 0 perkara. Realisasi persentase perkara pidana
narkotika yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0 % dengan
target 10 % dan capaian sebesar 0 %.

Di tahun 2022 ini tidak ada perkara pidana narkotika yang diajukan dengan
pendekatan restoratif justice begitu pula tidak ada perkara pidana yang
diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini sebaiknya tidak
hanya menggunakan jumiah perkara pidana narkotika saja, melainkan juga
perkara pidana ringan, dan PBH ( perempuan berhadapan dengan hukum)
dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke — 3
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu
penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijjatuhkan oleh
pengadilan

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan)

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

0
Jumlah perkard yang diselesaikan X 1003
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Tabel 3.8 ‘
Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
TBhun 2022
103 9 94 91.26%
59 3 56 94,91%
162 12 150 93.08 %

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah
sebanyak 150 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 162 perkara,
maka persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah
sebesar 93.08 %. Dari tabel di atas, didapatkan persentase Realisasi perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 sebesar
93.08 %. Target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaian kinerjanya
adalah sebesar 103.42 %.

Tabel 3.9
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
Tahun 2019 - 2021

162 12 150 80% 93.08% |103.42%
119 8 60 90% | 91.64% |101,82%
187 20 78 90% | 83.87% | 93.18%

153 5 90 90% | 96.77% |107,52%

Meskipun secara capaian mengalami kenaikan namun Realisasi pada tahun
2022 naik jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya. Halini
menunjukan masyarakat pencari keadilan sudah puas dengan putusan

pengadilan,
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke ~ 4
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang
diselesaikan (perkara yang diputuskan dan diminutasi di tahun berjalan pada
peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada
perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI
dan permohonan perkara perdata).

Tabel 3.9
Keadaan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
tahun 2022
103 1 102 99.02%
Y 2 57 96,61%
162 3 159 97.81%

* Pada tahun 2022 jumlah putusan perkara pidana 103 perkara dan perdata
59 perkara,yang mana jumiah perkara putus sebanyak 162 perkara.

e Dari tabel di atas, didapatkan persentase Realisasi perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 sebesar 97.81%
melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%, sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 102.95 %.

Realisasi Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
ditahun 2022 dibanding tahun sebelumnya naik. Hal ini dikarenakan
berdasarkan SK SEKMA No 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu

Indikator Kinerja Utama, jumlah perkara khusus yang diselesaikan hanya
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peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada

terbatas pada perkara yang diputuskan dan diminutasi di tahun berjalan pad

perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI
dan permohonan perkara perdata.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke — 5
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

P TR "

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah
perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan
jumlah perkara diversi

Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil
Jumlah perkara diversi x 100

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum
berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi
belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses
di luar peradilan pidana. Proses diversi wajll diupayakan dalam setiap tahapan
sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan.
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Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajlb diupayakan Diversi.

2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan
sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan
pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.11
Jumliah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022

Jumlah
Perkara Jumlah
Pidana Anak Perkara

Diversi Diversi tidak Diversi Dalam

Sisa | Masuk EEER Diversi berhasil berhasil Proses

2021 | 2022 Perkara

Tahun 2022 jumiah perkara anak adalah sebanyak 14 perkara, jumlah perkara
anak yang diversi sebanyak 14 perkara dan yang diselesaikan secara diversi
sebanyak 2 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak
yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 14.28 %, dengan target 70 %

dan capaian sebesar 20.4 %.

Tabel 3.12
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Tahun 2019-2022

2019 2020 2021 2022
10% 20% 20% [14.28%
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Dari tabel di atas, didapatkan persentase Realisasi Perkara Pidana Anak yang
diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2022 sebesar 14.28%.

Dari 14 perkara pidana anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bintuhan
ada 2 perkara yang diselesaikan dengan diversi, hal ini disebabkan karena
Perkara Pidana Anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Ii
tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke — 6

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan
masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei
kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan
pengadilan di Pengadilan Negeri Bintuhan. Survei dilakukan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi
interval IKM Index harus = 80.

Tabel 3.13 Kategori Penilaian IKM

NILAI NILAI KINERJA
INTERVAL INTERVAL MUTU UNIT
IKM KONVERSIIKM PELAYANAN PELAYANAN
1 1.00-1.75 25-43.75 D TIDAK BAIK
2 1.76 - 2.50 43.76 - 62.50 c KURANG BAIK
3 251-3.25 62.51-81.25 B BAIK
4 3.26 - 4.00 81.26 — 100 A SANGAT BAIK
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Data pada penefitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan
jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan
lengkap untuk periode Triwulan IV bulan Oktober 2022 - Desember 2022
sejumiah 60 Responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di
Pengadilan Negeri Bintuhan dan hasil analisis data yang telah dilakukan
diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri
Kelas |l Bintuhan pada periode terakhir tahun 2022 yaitu Triwulan IV bulan
Oktober 2022 - Desember 2022 sebesar 3, 99/ 99.72” berada pada kategori
“Sangat baik” (pada Interval (88,31-100,00).

Metode pengisian survey yang digunakan adalah menggunakan aplikasi
esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Tabel 3.14
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

1 Persyaratan Pelayanan 3,083 Sangat Baik

g |peem | Yekanbme: 4,000 Sangat Baik

3 Waktu Pelayanan 3,083 Sangat Baik

4 Biaya/Tarif 3,983 Sangat Baik
Produk Spesifikasi ]

5 | Jenis Pelayan = 4,000 Sangat Baik

B Kompetensi Pelaksana 4,000 Sangat Baik

7 Perilaku Pelaksana 3,967 Sangat Baik
Penanganan

8 Pegaduan, Saran dan 3,083 Sangat Baik 6
Masukan

9 Sarana dan Prasarana 4,000 Sangat Baik 4

A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor
sebesar 3,983 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori “Sangat Baik” Dengan
demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan
berada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan,

ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan
Ruang Lingkup: Persyaratan

dak sesuai 1 0,00
Kurang sesuai 2 0 0,00
Sesuai 3 1 1,5
Sangat sesuai 4 59 88,5
Jumiah 60 100,00
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini:
150
100
50
0 0 15
0 T T T
Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat sesuai
Gambar
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan Ruang Lingkup:
Persyaratan

B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar sebesar
4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,000 kategori “Sangat Baik’. Dengan demikian
kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada
kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan,
ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan
Ruang Lingkup: Prosedur

1. Tidak mudah 1

2, Kurang mudah 2

3. Mudah 3 0,00

4. Sangat mudah 4 0,00
Jumlah 100,00
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Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan
Ruang Lingkup: Prosedur
C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor
sebesar 3,983 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,000 kategori “Sangat Baik.”
Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup
waktu pelayanan berada pada kategori Sangat baik.
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan,

ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabe!
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Bintuhan
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

Tidak Cepat 1 0,00
Kurang cepat |2 0 0,00
Cepat 3 1 1,5
Sangatcepat | 4 59 98,5
Jumlah 60 100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik
berikut ini:
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Tindak lanjut atas hasil survey yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki

pelayanan publik yang dllerikan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan kepada

masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan sehingga kualitas

pelayanan kepada masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas ll dengan realisasi sebesar 99,72 dan

berada pada kategori Sangat Baik, dengan target 98 % maka capaian index

kepuasan pencari keadilan adalah 101.75%.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri

Bintuhan Kelas 1l dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.16

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan 100% 100%
Putusan yang
disampaikan ke para
pihak Tepat Waktu

T 100%
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b. Persentase Perkara yang 10% 0 0 J'
diselesaiakan melalui
Mediasi.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke — 1
Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para
pihak Tepat Waktu

——— IR

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah alinan putusan yang
diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumiah putusan perkara.

Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu

Jumlak putusan x 100%
Tabel 3.17
Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
tahun 2022
oTepatwaRG T TR
wakiu
Pidana 103 103 0 100%
Perdata 59 59 0 T
162 162 0 100%

Jumiah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 162 putusan dan salinan
putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu adalah sebanyak

162 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%,
dengan capaian 100%.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bntuhan Tahun 2022




i

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

e

L Sasaran 2 - Indikator kinerja ke — 2

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

dllantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang

diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan

perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, waill terlebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu

penyelesaiannya meliputi antara [ain:

a.
b.

e ™9 e o

sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan
Industrial;

keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
permohonan pembatalan putusan arbitrase;

keberatan atas putusan Komisi Informasi;

penyelesaian perselisihan partai politik;

sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
sengketa iain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang
waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan,

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirmya penggugat atau

tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara

(intervensi),
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4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan;
perkawinan;

5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di

luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang

terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan

pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi x 100%

¢ Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara
yang dimediasi berhasil yang diluktikan dengan akta perdamaian (putusan
perdamaian).

* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang
terdaftar pada tahun berjalan

Tabel 3.19
Perkara Perdata Yang Diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2022

8 0 0% 0% 0% f

Jumlah perkara perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 8
perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah
sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 0 %,
dengan capaian 0 %.

Dibawah ini adalah table rincian penyelesaian perkara perdata yang di
lakukan mediasi di tahun 2022.
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Tabel 3.21
Rincian Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi Tahun 2022

Berhasil | Berhasil |

(Akta | Sebagian
| Perdamaian)

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai

sebagai berikut :

1. Tidak ada kesepakatan di antara 2 pihak.
2. Tergugat tidak hadir.

3. Penggugat tidak hadir.

Capaian Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2022
sebesar 0 %.

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat lebih memilih jalur persidangan
uniuk menyelesaikan perkara dllanding dengan mediasi.

Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin
Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan,
terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.
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Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi"
masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas ||
berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat
pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.22
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara o 0 P
Prodeo yang Diselesaikan S i e

C.Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar 0% 0% 0%
Gedung Pengadilan

d.Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat 100% 100% 100%
Layanan Bantuan Hukum
{Posbakum)

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut:

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke — 1
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

G o i

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah
perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan dalam
memberikan akses untuk memperoleh keadiian bagi masyarakat tidak mampu.
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Tabel 3.23
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 -~ 2022
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2019 2020 2021 2022

Persentase Perkara Prodeo 0 0 0 0 0 0
yang diselesaikan

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya
perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi dengan dlluktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Layanan pembebasan biaya perkara dilerikan sepanjang ketersediaan anggaran di
pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi,
peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta
Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara
perdata pemohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak
perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.24
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 - 2022

Ol Ol ol O
o O] Ol O

Selain karena tidak adanya permohonan pembebasan biaya perkara dari
masyrakat, Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi
anggaran pembebasan biaya perkara sama seperti tahun tahun sebelumnya.
Sebenamya mekanisme prodec sendiri dapat diiakukan dalam dua tahapan, tahap
pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA)
dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan
dalam rangka meringkan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat

yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
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Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi
persyartan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal
anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-

cuma (Prodec Murni).

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke — 2
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

T o

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan
jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk
mengukur kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan dalam memberikan kemudahan
akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik
maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan

Tabel 3.25
Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

2019 | 2020 | 2021 | 2022

0 0 0 0 0 0

Pengadilan dapat menyeienggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya
untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi
penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui
koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang
di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan
Posbakum Pengadilan.
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Tabel 3.26
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2022

ol ool o
oo O @

Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi anggaran
sidang diluar gedung pengadilan sama seperti tahun tahun sebelumnya

Sasaran 3 - Indikator kinerja ke — 3
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum

Jumlah permohonan layanan hukum x 100%

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu
secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum
yang memerfukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan
bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
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Tabel 3.27

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum) Tahun 2022

240 240 100% | 100% 100%

Tahun 2022 "LBH Bumi Se’ase Seijean” sebagai Lembaga yang ditetapkan
sebagai penyedia jasa layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Bintuhan
telah melayani konsultasi sebanyak 240 orang dengan jumlah pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 240 orang.
Berikut adalah data nama-nama para pencari keadilan yang mendapat layanan
bantuan Hukum selama tahun 2022 :

PEMBERI JASA JENIS LAYANAN JENIS KETER
NO | PEMOHON YANG DITERIMA | RUIUKAN | ANGAN
1. | Pendri Ipson Sumantri, S.H. | Konsultasi dan | Foto Copy, | Selesai
pembuatan surat { KTP
permohonan akta lahir
2. | Edi Nazarwan
Konsultasi dan Foto Co
Ipson Sumantri, S.H. | pembuatan surat KTP PY: | Selesai
permohonan akta lahir
3. | Jusawati Konsultasi dan Foto Co
Ipson Sumantri, S.H. | pembuatan surat KTP PY> | Selesai
permohonan akta lahir

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bntuhan Tahun 2022




=
1i

.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bntuhan Tahun 2022

4, Hairun Nasirin Konsultasi dan Foto Co
Ipson Sumantri, S.H. | pembuatan surat K?['; PY> | Selesai
permohonan akta lahir
5. Refdian Konsultasi dan Foto Co
Ipson Sumantri, S.H. | pembuatan surat KTP PY: | Selesai
permohonan akta lahir
6. Rasudin Konsultasi dan
Ipson Sumantri, S.H. | pembuatan surat Foto Copy, Selesai
permohonan akta lahir KTP e
7. Nursia
Pasaribu Ipson Sumantri, S.H. | Konsultasi akta lahir Foto Copy, Selesai
KTP elesai
& 1 Do Ipson Sumantri, S.H. | Konsultasi akta lahir g’;; Copy, Selesai
Agus Lasiman Pendampingan sidang
9, perkara narkotika Foto Co
Ipson Sumantri, S.H. | No:74/Pid.Sus/2022/PN. PY> | Selesai
KTP
Bhn
Pendampingan sidang
perkara narkotika Foto Co
10. Junaidi Ipson Sumantri, S.H. | No:1/Pid.Sus/2022/PN. PY: | Selesai
KTpP
Saputra Bhn
Pendampingan sidang
perkara pengeroyokan F
: gy oto Copy, .
11. Akbar Syah Ipson Sumantri, S.H. | No:3/Pid.Sus/2022/PN. KTP Selesai
Bhn
Dbkk
Konsultasi dan
Sabana . pendaftaran surat Foto Copy, .
12. Ipson Sumantri, S.H. keterangan bessih diri | KTP Selesai
Konsultasi dan
. pendaftaran surat Foto Copy, p
13. Fauzan Ipsom, SurAntE, 52, keterangan bersih diri | KTP Selesai
Konsultasi dan
P . pendaftaran surat Foto Copy, .
14. Cl(_:l nga Ipson Sumantri, S.H. fetsramoan epsihdin | KIP Selesai
Fitriani
Konsultasi dan
Irniyati . pendaftaran surat Foto Copy, .
Sk Ipson Sumantri, S.H. keterangan bersih diri | KTP Selesai




.

Konsultasi dan
. pendaftaran surat Foto Copy, .
16. Cef:ep_ Ipson Sumantri, S.H. ketcrangan bersih diri | KTP Selesai
Supriyatin
Konsultasi dan
: pendaftaran surat Foto Copy, .
hile Harfin Gusta \PEO.SRARIT S, H, keterangan bersih dii | KTP oelesal
Konsultasi dan
Mega . pendaftaran surat Foto Copy, z
8. Nismawati FISON ST H, keterangan bersih diri | KTP SElesAL
Konsultasi dan
Hermirita . pendaftaran surat Foto Copy, s
19. Ipson Sumantri, S.H. keterangan bersih diri | KTP Selesai
konsultasi dan
29, | Mt Winingsih ipson sumantri, S.H. pendatsiton L Sumat] eto copy, selesai
keterangan bersih diri
ktp
Ipson Sumantri, S.H. | pendampingan sidang
Minudi bin perkara tindak pidana | foto copy, selesai
21 Mardi senjata api atan benda | kip
' tajam
no:8/pid.sus/2022/pn.bh
n
Ipson Sumantri, S.H. | pendampingan sidang
perkara narkotika | foto copy, selesai
» Arief Rahman no:11/pid.sus/2022/pn.b | ktp
' Kalik bin hn
Siharman
konsultasi dan
pendaftaran surat
Tasdi . keterangan bersih diri foto copy, .
23. Ipson Sumantri, S.H. da Gilnkwadant kip selesai
dicabut hak pilihnya
konsultasi dan
pendaftaran surat
Ivan Suyoyo = keterangan bersih diri foto copy, .
24, Ipson Sumantri, s.h. S Gdskoseany ki selesai
dicabut hak pilihnya
i konsultasi dan foto copy, .
25. Meldan Ipson Sumantri, s.h. I selesai
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Sahemi

keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

26.

Yoka Astria

Ipson Sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

kip

selesai

27.

Meridian
Saputra

Ipson Sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan  tidak  sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
ktp

selesai

28.

Iwan Saputra

Ipson Sumanitri, s.h,

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan  tidak  sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

ktp

selesai

29

Okto Sahirin

Ipson Sumantri,S.H.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan  tidak  sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

ktp

selesai

30.

fahrozzi satria
abduh

Ipson Sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
ktp

selesai

31.

Moris Efriwan
saleh

Ipson Sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

ktp

sclesai

32.

riyan
candriyadi
oktianus

ipson sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
ktp

selesai
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33,

ridi eka
saputra

ipson sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

ktp

selesai

34.

zeven
missoury

ipson sumantri, s.h,

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
kip

selesai

85,

meldan

ipson sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
ktp

selesai

36.

elda efita

ipson sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendafiaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
ktp

selesai

37.

aprizal aidin

ipson sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

kip

selesai

38.

erwinafrison

ipson sumantti, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,

selesai

39.

alpian suhadi

ipson sumantri, s.h.

konsultasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri
dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya

foto copy,
ktp

selesai

40,

tindri herobi

ipson sumantri, s.h.

konsuitasi dan
pendaftaran surat
keterangan bersih diri

dan tidak sedang
dicabut hak pilihnya
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] . heffer satria,s.h g g
yogi yosgian meco apriansah pendampingan sidang
41. | prasetyo bin sl ’ perkara pencurian foto copy, selesai
eko liswanto . e no:1/pid.sus- ktp
ipson sumantri, s.h. anak/2022/pn.bhn
heffer satria,s.h
beek paruzi meco apriansah, pendampingan sidang | foto copy, selesai
42. bin firhan s.h.,m.h perkara penganiayaan | ktp
faruzi banding | ipson sumantri, s.h. no:2/pid.sus-
anak/2022/pn.bhn
rohmansyah heffer satria,s.h pendampingan sidang | foto copy, selesai
43, bin meco apriansah, perkara pencurian ktp
ligonmintoyo s.h.,m.h no:3/pid.sus-
ipson sumantri, s.h. anak/2022/pn.bhn
heffer satria,s.h pendampingan sidang
44 meco apriansah, perkara narkotika foto copy, o —
" | seprizal, s.sos sh.,m.h n0:/20pid.sus/2022/pn.b | kip
bin h. sukur m | ipson sumantri, s.h. hn
heffer satria,s.h P endaumg.m sidang
. perkara perlindungan
- meco apriansah, foto copy, .
45. jemmy anak selesai
: s.h.,m.h . - ktp
Junianto . . no:14/pid.sus/2022/pn.b
1pson sumantri, s.h. bn
heffer satria,s.h peTidam mgan Sidang
meco apriansah, P kA g foto copy.
46. wilzon oh.mh anak ktp ’ selesai
! R no:15/pid.sus/2022/pn.b
ipson sumantri, s.h.. hn
heffer satria,s.h pendamp ngan sidang
nano i perkara perlindungan
47 meco apriansah, i foto copy, lesai
. = ~an kip selesai
. N no:17/pid.sus/2022/pn.b
ipson sumantri, s.h.. hn
pendampingan sidang
reflin heffer satria,s.h perkara perlindungan
48. meco apriansah, anak foto copy, selesai
s.h.,m.h no:18/pid.sus/2022/pn.b | ktp
ipson sumantri, s.h. hn
heffer satria,s.h P enlc(iam pm%'andﬁdang
meco apriansah Perchte PETUIERIERT
49, badra shmh 3 anak foto copy, selesai
: e et no:19/pid.sus/2022/pn.b | ktp
ipson sumantri, s.h. hn
heffer satria,s.h konsultasi dan Fman
50. meco apriansah, pembuatan permohonan kip Py, selesai
s.h.,m.h perbaikan akta kelahiran
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ipson sumantri, s.h.

jonry
aif_:lmp tiblon heffer satria,s.h
1as mangsur . .
51, baringbing meco apriansah, konsultasi dan foto copy, selesai
- ' s.h..mh _ pemb}latan pennohogan
barimbing 1pson sumantri, s.h. | perbaikan akta kelahiran
heffer satria,s.h konsultasi perkara fot
52. | ermen efendi meco apriansah, penggelapan uang pajak "0 copy; selesai
s.h.,m.h desa pagar alam
ipson sumantri, s.h.
heffer satria s.h konsultasi dan
53 sugito meco apriansah, pendaftaran surat foto copy, selesai
) s.h.,m.h keterangan bersih diri
ipson sumantri, s.h.
heffer satria,s.h konsuitasi dan
54 sumanto meco apriansah, pendafiaran surat foto copy, selesai
' s.h.,m.h keterangan bersih diri | kip
ipson sumantri, s.h,
heffer satria,s.h konsultasi dan
55 johan syafri meco apriansah, pendaftaran surat foto copy, -—
‘ s.h.,m.h keterangan bersih diri | ktp
ipson sumantri, s.h.
$Z£%ra;1%2ﬁl konsult.asi p erl.cara foto copy .
56. O F—— bk ’ dugaan tindak pidana ktp ’ selesai
. ¥ E pencurian
1pson sumantri, s.h..
heffer satria,s.h
57 meco apriansah, konsultasi dugaan foto copy, selesad
" | firhan faruzi s.h.,m.h tindak pidana pencurian
ipson sumantri, s.h..
heffer satria,s.h konsultasi dan ]
53 rahmad meco apriansah, pendaftaran surat foto copy, i
| s.h.,m.h keterangan bersih dirt | ktp
ipson sumantri, s.h.
heffer satria,s.h konsultasi dan
50 firdaus meco apriansah, pendaftaran surat foto copy, selesai
’ s.h.m.h keterangan bersih diri | ktp
ipson sumantri, s.h.
heffer satria,s.h konsultasi dan
60 biki pitra meco apriansah, pendaftaran surat foto copy, . —
) s.h.,m.h keterangan bersih diri | ktp
ipson sumantri, s.h.
61. elfina tita ekania, s.h. foto co selesai
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wasito angga konsultasi permohonan | ktp
lina saputra perbaikan akta kelahiran
rahmad konsultasi dan
pendaftaran :
62. elfina tita ekania, s.h. | permohonan perbaikan fl;(;to copy, selesai
akta lahir &
konsultasi dan
jusrani elfina tita ekania, s.h. pendaftaran foto copy, selesai
63. permohonan perbaikan | ktp
akta lahir
melyan elfina ta ekania, S Jeosulfasi, pesmolinrien foto co selesai
64. subazl di perbaikan akta kip Py,
kelahiran
konsutasi
65. L elfina tita ekania, s.h. gugatan Al foto copy, selesai
perzinahan ktp
mitia lestari konsultasi dan
: . pendaftaran foto copy, .
60. elfina tita ekania, s.h. permohonan perbaikan | kip selesai
akta lahir
m. maulana konsultasi dan
. . pendaftaran foto copy, .
67. elfina tita ekania, s.h. permohonan perbaikan | kip selesai
akta lahir
konsultasi
abunawas . . permohonanperbaikan | foto copy, :
68. elfina tita ekania, s.h. akta kelahiran kip selesai
konsultasi dan
69. : : . pendafiaran surat foto copy, .
anton marpiko | elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri | kp selesai
konsultasi dan
70. seftri yanti elfina tita ekania, s.h. pendaftaran surat foto copy, selesai
keterangan bersih diri | ktp
foto copy,

71.

elfina tita ekania, s.h..

konsultasi kasus anak

ktp
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. . . : konsultasi permohonan | foto copy, =
72. | dewisusanti | elfina tita ekania, s.h. perbaikan akta lahir selesai
abiem konsultasi dan
7 pirnando pendaftaran foto copy, lesai
’ elfina tita ekania, s.h. | permohonan perbaikan | ktp selesal
akta lahir
konsultasi dan
74. h‘;vnahai’?o elfina tita ekania, s.h.. pendaftaran surat 112;;0 opy. selesai
keterangan bersih diri
uti mitra . ) konsultasi permohonan | foto copy, :
75. dew elfina tita ekania, s.h. perbaikan akta lahir | kep selesai
n . = konsultasi permohonan | foto copy, .
76. yull'yan'a elfina tita ekania, s.h. perbaikan akta lahir selesai
apriyani
agustiono . g konsultasi kasus foto copy, .
77. elfina tita ekania, s.h. sengketa tanah kip selesai
konsultasi dan
miko tri putra pendaftaran .
78. elfina tita ekania, s.h. | permohonan perbaikan Kt Py selesai
akta lahir P
. . konsultasi permohonan | foto copy, .
79. gunari yanto elfina tita ekania, s.h. perbaikan akta lahir | kip selesai
- = . . konsultasi permohonan | foto copy, "
80. | densisuryani | elfina tita ekania, s.h. perbaikan aka lahir | kip selesai
konsultasi permohonan foto co
81. | alibasti | elfina tita ekania, s.h. akta kelahiran kip PY | selesai
konsultasi permohonan foto co
82. masnidar elfina tita ekania, s.h. akta kelahiran kip Py selesai
83, ibrahim cifina tita ekania, s.h. | permohonan perbaikan | foto copy, selesai
_ akta lahir ktp




PENGADILAN NEGERT BINTUHAN KELAS TT /

B
A

konsultasi kasus

foto copy,

S suksis mita elfina tita ekania, s.h. pencurian selesai
konsutasi foto co

8s. rimusi elfina tita ekania, s.h. kasus pencurian Py selesai
86. | runitaliya | elfina tita ckania, sh. konsultasi foto copy, | esai 1
87. elfina tita ekania, s.h. permohonan foto copy, selesaij

sapran

: g : g pembuatan surat foto copy, :

88. | mikalestiana | elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri selesai
konsuitasi tentang foto co 7

89. | . o okl elfina tita ekania, s.h. pendaftaran surat kt Py selesai

jaganp keterangan bersih diri P

davi g . konsultasi foto copy, .

90. alfiansyah elfina tita ekania, s.h, permohonan akta lahir selesai

91. endra tuti elfina tita ekania, s.h, permohonan akta lahir foto copy, selesai

92. | hadi warsono | elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, selesai

93, Jjunaidi ¢lfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, selesai

94, tasdi elfina tita ekania, s.h. konsultasi kasus foto copy, selesai

sengketa tanah
9s. normawati elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, selesai
96. heldi elfina tita ekania, s.h. konsul.t asi kasus foto copy, selesai
perselingkuhan kip
midang suri
97. wawanto elfina tita ekania, sh. | konsuitas; kasus tanah foto copy, selesai
98. | dio shaputra clfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir li?;o copy, selesai




N
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99. | ari kurniawan | elfina tita ekania, s h. konsnitasi akta lahir | foto copy, selesai
ktp
100 | tindri herobi | elfinatita ckania, sh. | konsultasi akta lahir If;‘t’;" OPY> | selesai
pembuatan surat

101 zulian keterangan bersih diri | foto copy, lesai
erwansyah elfina tita ekania, s.h. ktp selesal
102 § ridaman a-ksa elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, selesai

panguri

elfina tita ekania, s.h..
103 wawan konsultasi akta lahir If((:;o coPy, selesai
e hardian elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir | foto copy, selesai
akta ktp
105 | yoei YOSBIAR | ifina tita ekania, s.h. persidangan foto copy, .
pranogi kip selesai
L ratama elfina tita ekania, s.h foto co

p I persidangan ktp P selesai
107 T elfina tita ekania, s.h. persidangan E:;O copy: selesai
108 g foto copy, :
} elfina tita ekania, s.h. Persiangan kip selesai

mujiono
109 ] . . foto copy, g
juld elfina tita ekania, s.h. persidangan kip selesai
110 . lfing fiaekaritast. konsuitasi kasus anak foto copy, o

jamarlan ktp

i riri hayati elfina tita ekania, s.h. | konsultasi kasus anak fm(;(fgp Y> 1 selesai
112 _ . ) foto copy, .
jurian St T konsultasi akta lahir ktp selesai
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anita ktp
114 | . pembuatan surat foto co
titi firda kusni | elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri kip PY: | selesai
pembuatan surat
4D bs.lnn.‘:::)aanng elfina tita ekania, s.h. | keterangan bersih diri BTGIEaRY, selesai
116 lity luhida elfina tita ekania, s.h. konsultasi kasus G150, selesai
penipuan
L7 ujang setiawan | elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir fot(;{g))p ¥ selesai
118 riduansa elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir fotc;{:;p Y> | selesai
119 | mardian roni elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, | selesai
putra
ktp
neni susika elfina tita ekania, s.h. foto copy, B
120 sari konsultasi akta lahir selesai
121 lian elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, | selesai
ktp
122 . ' . . foto copy, .
dela elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir ktp selesai
123 . foto copy, ;
widi arlan elfina tita ekania, s.h. konsultasi sidang anak kip selesai
124 s elfina tita ekania, s.h. | konsultasi sidang anak foto copy, selesai
hayati 2o ktp
125 o= . . . . : 5 foto copy, g
midi hartini elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir kip selesai
126 julaidi elfina tita ekania, s.h. | permohonan akta lahir | foto DY, | colesai
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127 febrita elfina tita ekania, s.h. permoh Rk Iahi foto copy, .
kip selesai
128 | lezakumia | elfina tita ckania, sh, | Consultasiakia lahir f"t‘}{fl‘;l’y’ selesai
2 elfina tita ckania, b, | <onsultasiakialabir | foto copy, | o0
zailan af ktp
130 pembuatan surat f575.555%
5 elfina tita ekania, s.h. | keterangan bersih diri > | selesai
masrizal
131 . : : foto copy, .
. : elfina tita ekania, s.h. { permohonan akta lahir selesai
eni mawati ktp
132 | iqbal sudirman | elfina tita ckania, sh. | konsultasi akia lahir fotokg)py, selesai
133 nesta gustiana | elfina tita ekania, s.h. permohonan akta lahir fotokt:;)py, selesal
. konsultasi akta lahir
e A elfina tita ekania, s.h. foto copy. selesai
azwar ktp
permohonan akta lahir foto co
135 | adriananton | elfina tita ekania, s.h. ktpp Y> 1 selesai
136 elfina tita ekania, s.h. permohonen akta lahir | foto capy, selesai
pangku ktp
137 elfina tita ekania, s.h. foto copy, selesai
ikbal tc konsultasi akta lahir ktp
138 helun pesdat foto copy. .
kusuma ¢lfina tita ekania, s.h. | permohonan akta lahir kip > | selesai
139 . 2 . : . foto copy, .
seri sulasmi | elfina tita ekania, s.h. | permohonan akta lahir kip selesal
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140
Jul asmo syaril elfina tita ckania, s'h. permohonan akta lahir | foto copy, | selesai
i saputra kip
141 sutarman elfina tita ekania, s.h. konsultasi sengketa
tanah
142 . elfina tita ekania, s.h.. renbaTn S .
2 keterangan bersih diri foto copy, | selesai
rajunika
143 mardiana clfina tita ekania, s.h. konsuitasi akta lahir fotoki::p Y selesai
144 : . P . foto copy, .
sasiyas elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir kip selesai
B ersamto elfina tita ekania, s.h, konsultasi akta lahir fote copy, selesai
146 | meldaputri | elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat fot(;(:l;)p Vo | selesai
yanti keterangan bersih diri
147 hadi konsultasi sengketa
m : elfina tita ekania, s.h. tanah fotokg)p Y selesai
143 . : konsultasi sengketa
serlan elfina tita ekania, s.h. tanah fott;(fgpy, selesai
149 - oz . p . : foto copy, .
dita angraini | elfina tita ekania, s.h.. konsultasi akta lahir ktp selesai
=il norma wati ¢lfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir fot(;(;;}p W selesai
151 . . . ; foto copy, .
jamaludin elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir selesai
152 julaina elfina tita ekania, s.h.. konsultasi akta lahir fot{;;;py, selesai
153 hengky elfina tita ekania, s.h. | permohonan akta lahir fofmeopy, selesai
herosman ktp
154 | jon hariansah : : pembuatan surat foto copy, .
elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri kip selesai




PENGADILAN NEGERT BINTUHAN KEAS TT

|

\"f
1‘!
A

155 feridian elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, . —
saputra
156 . elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir foto copy, selesai
suryani ktp
157 | rizaldo gilang. elfina tita ckenia, s.h. pembuatan surat foto copy, selesai
$ keterangan bersih diri ktp
158 - : y konsultasi kesalahan foto copy, .
julian elfina tita ekania, s.h. nama di kartu keluarga kip selesai
159 ] B . 2 pembuatan surat foto copy, g
dwi kurniasari | elfina tita ekania, s.h. ketetangan bersi At kip selesai
160 widarti elfina tita ekania, s.h. konsultasi kasus anak fot(;({t:;p Y> | sclesai
161 konsultasi dan -
murian joyo | elfina tita ekania, s.h. | pembuatan permohonan Kt PY> | selesai
akia kelahiran P
162 konsultasi dan
dwi suryani . . pembuatan permohonan | foto copy, | selesai
clfing tita ekania, sb. | - rbaikan akin kelahiren | kip
163 ) . : konsultasi permohonan .
doni ¢lfina tita ekania, s.h, diia kel dhirm foto copy, | selesai
ktp
konsutasi
164 | exwan mardi elfinz tita skania, sh. gugatar.l masalah foto copy, selesai
perzinahan ktp
165 konsultasi dan foto co
ersamto elfina tita ekania, s.h. | pembuatan permohonan ktp PY> | selesai
perbaikan akta kelahiran
konsultasi dan ——
166 clfina tita ekania, s.h. | pembuatan permohonan ktpp Vo | selesai
_agus run perbaikan akta kelabiran
167 konsultasi dan foto co
rahima elfina tita ekania, s.h. permohonan akta kp PY> | selesai
kelahiran
168 eka pitri yani | elfina tita ekania, s.h. PeIida L) st foto copy, el

keterangan bersih diri

ktp
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septiyana pendaftaran surat foto copy, | selesai
keterangan bersih diri ktp
Ii0 sonia enjelina | elfina tita ekania, s.h. | konsultasi kasus anak fOtok:;PY’ selesai
171 . . konsultasi perbaikan foto copy, ]
ahmad saster | elfina tita ekania, s.h. akta kelahiran selesai
. konsultasi dan
172 Tusi : . pembuatan permohonan | foto copy, -
¢lfina tita ekania, s.h. petbiten dida kp selesai
kelahiran
173 . . . konsultasi dan foto copy.
herni satul aini | elfina tita ekania, s.h. permohonan akta kip > | selesai
kelahiran
L nani oktaviani | elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir fOtok:l;) PY selesai
175 . . . konsultasi perbaikan foto copy, .
boprianto elfina tita ekania, s.h. akta keahiran selesai
elfina tita ekania, s.h. konsultasi kasus foto copy, .
176 sengketa tansh selesai
admin
konsultasi dan
177 nurjaman . . pembuatan permohonan | foto copy, .
elfina tita ekania, s.h. pethatkan ki kip selesai
kelahiran
178 5z . . 5 . foto copy, g
niarti elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir ip selesai
179 . . g : 2 foto copy, !
salbiah salam | elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir ktp selesai
a tahirin elfina tita ekania, s.h. konsultasi dan
180 pembuatan surat fotc;(ct,;)p ¥ selesai
keterangan bersih diri
181 fengk_l ra!amad elfina tita ekania, s.h. permohonan akta lahir | foto copy, selesai
ilahi kip
182 ebet linsen elfina tita ekania, s.h. konsuitasi akta lahir foto copy, | selesai
ktp

sai
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tena rohima | elfina tita ekania, s.h. ktp
I elfina tita ekania, s.h konsultasi akta lahir foto copy, selesai
iti herawati o ktp
' maria | elfina tita ckania, s, | KOnSultasi permohonan | foto copy, selesai
ceral non muslim
1361 sri wardani | elfina tita ekania, sh. | konsultasi akta lahic f""‘;{"q‘)’l”” selesai
187 gunawan elfina tita ekania, s.h. konsultasi perkara fetoicopy, selesai
perdata ktp
188 . - konsultasi dan foto copy, :
N — elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat kip selesai
keterangan bersih diri
189 konsultasi syarat o——
purwanto elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat ktpp V> | selesai
keterangan bersih diri
konsultasi syarat
2 ﬁ:;z{w ¢lfina tita ekania, s.h. pembuatan surat fotoicepy,; selesai
keterangan bersih diri
: konsultasi syarat
Bl muzltrilkailzrlina elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat fotok(t;;) PY> | selesai
keterangan bersih diri
192 herman konsultasi dem foto copy .
edivanto elfina tita ekania, s.h, pembuatan surat kp > | selesai
Y keterangan bersih diri
193 pembuatan surat filoics
yudi arsan elfina tita ekania, s.h. | keterangan bersih diri PY> | selesai
194 ] - . konsultasi permohonan | foto copy, :
edi sastrawan | elfina tita ekania, s.h. perbaikan akta kelahiran kip selesai
195 | = = " . : pembuatan surat .
lisni arnawati | elfina tita ekania, s.h. Keterangan bersih diri fot‘;(:;))py, selesai
e B Konsultasi OB | selesai
permohonanakia ktp
kelahiran
197 elfina tita ekania, s.h. konsultasi dan foto copy,

DCITIDUATLAT] [d]
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keterangan bersih diri ”
198 konsultasi dan
jumiati elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat foto copy, | selesai
keterangan bersih diri ktp
konsultasi dan
199 | wahyu zakaria | elfina tita ekania, s.h uly i et f°t°k§§’ P | selesai
e 2 S keterangan bersih diri
200 konsultasi dan foto co
linda wati elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat ktpp ¥ selesai
keterangan bersih diri
elfina tita ekania, s.h..
201 m. edian permohonan akta lahir fotok:;) PY> | selesai
2021 g elfina tita ekania, s.h. | permohonan akta lahir f"“;{fgpy’ selesai
203 e . . :
pariani elfina tita ekania, sh. | permohonan akta lahir | foto copy, .
kip selesai
204 . . konsultasi pinjam pakay
ary saputra elfina tita ekania, s.h. barang bukti foto k(t:;)py, -
205 : : : g pembuatan surat foto copy, )
mika gustati | elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri ktp selesai
206 foto copy, -
! 5 . pembuatan surat selesai
mega sifia elfina tita ekania, s.h. I kip
g rini 1 1a elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat fOtokf; Py selesai
keterangan bersih diri
208 . . . . pembuatan surat foto copy, .
eti herlina elfina tita ekania, s.h.. e ——— kip selesai
209 . : pembuatan surat foto copy, .
flede elfina tita ekania, s.h. e kip selesai
apriansyah
210 rohita pembuatan surat foto copy, selesai
herdawati elfina tita ekania, s.h. | keterangan bersih diri ktp
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rahda miharti keterangan bersih diri ktp
212 . s s pembuatan surat foto copy,
exwan tomeki | elfina tita ekania, s.h. R kip selesai
213 | . - . pembuatan surat foto copy,
rival vernando | elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diti kip selesail
214 . . pembuatan surat foto copy, .
orbet elfina tita ekania, s.h. eeterauigan besih kip selesai
215 desi lusi . - pembuatan surat foto copy, .
hendriani elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri kip selesai
anton : . pembuatan surat foto copy, .
216 - elfina tita ekania, s.h. keforangan bersildlit kp selesai
217 , ! pembuatan surat foto copy, :
dikel akbar ¢lfina tita ekania, s.h. o A—r—E ktp selesal
218 elfina tita ekania, s.h. wonsultasi akta lahir foto copy, | selesai
hermansyah ktp
219 | Gusihartati | olfina titackania, sh. | konsultasiaktalahir | foto copy, | selesai
ktp
220 . . . . pembuatan surat foto copy, .
erian samudi | elfina tita ekania, s.h. Keterangan bersih diri ktp selesai
221 s . foto copy, :
amarudin . . konsultasi sengketa selesai
elfina tita ekania, s.h. F— ktp
2 herman diono | elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir fotok;:;py, selesai
2231 gomika | elfina fita ckania, sh. | konsultasi akta lahir f"“’k‘t’;’p’” selesai
224 ; - ' konsultasi pinjam pakay
yohanes tri elfina tita ekania, s.h. ——— foto k(:;)py, selesai
e elfina tita ekania, s.h. emb et
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ktp

22p mariant elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat fotci(::;))p Yo | selesai

keterangan bersih diri
228 oktenlllagltama elfina tita ekania, s.h. pembuatan surat fotok:; Py selesai
P keterangan bersih diri

228 . . . . pembuatan surat foto copy, :

eti herlina elfina tita ekania, s.h. feetemmgan e i kip selesai

229 . elfina tita ekania, sh. | konsultasiaktalahir | °°%PY> | colecai
karnila ktp

230 . . : pembuatan surat foto copy, g

mizarwan elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri kip selesai

231 | adi hadiawan | elfina tita ekania, s.h. SOTSUHESI P 1yjam p akay | foto copy, selesai
barang bukti ktp

232 . : : . foto copy, s

haryono elfina tita ekania, s.h. konsultasi akta lahir ktp selesai

233 g i . . konsultasi perkara anak | foto copy, .

suci wulandari | elfina tita ekania, s.h. i bawah umur kip selesai

234 : . . pembuatan surat foto copy, i

setri arlena elfina tita ekania, s.h. S ———— kip selesai

235 ... | elfina tita ekania, s.h. | konsultasi pinjam pakay | foto copy, -

parman sidi barang bukti kip selesai

236 e B B . . pembuatan surat foto copy, .

rika indriani | elfina tita ekania, s.h. ke gan e e kip selesai

237 : : pembuatan surat foto copy, .

suharman elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih diri kip selesai

238 | nidiliswanto | elfina tita ekania, s.h. pembuatan sqrat . foto copy, selesai
keterangan bersih diri kip

239 . . pembuatan surat .

desma pkta elfina tita ekania, s.h. fetesiamn bers ki fot copy, | selesai
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pembuatan surat

doni aryansah | elfina tita ekania, s.h. keterangan bersih dirj

foto copy, | selesai

TOTAL 240 (Dua Ratus Empat Pulah) Orang Layanan

Persentase realisasi indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2022 sebesar
100 % sesuai target sebesar 100 % dengan capaian 100 %.

Dengan jam layanan dalam 1 hari sebanyak 8.5 jam, dari jam 08.00 s/d jam
16.30 WIB, LBH yang ditunjuk sebagai penyedia jasa Posbakum telah mampu
melayani semua masyarakat pencari keadilan yang memerlukan bantuan
konsulatasi secara gratis. Keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan
Negeri Bintuhan sangat membanty bagi para pencari keadilan dari keluarga
yang tidak mampu untuk berkonsuitasi dan mendapat perdampingan tanpa
dipungut biaya.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari Jjumiah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat
letidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi
maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.
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Tabel 3.28
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

ersentase Putusan Perkara 30% 100% 333.34%
Perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Sasaran 4
Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

R ToT

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah
perbandingan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah

permohonan eksekusi.

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan

Jumlah permohonan eksekusi H100%

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindakianjuti (dieksekusi) adalah
permohonan eksekusi yang ditindak fanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi,
lelang, dan pengosongan.

Tabel
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2 0 2 30% 100% 333.34% 0

Pada tahun 2022 jumlah permohonan eksekusi 0 (tidak ada) perkara yang
masuk, tetapi sisa perkara eksekusi pada tahun 2021 yang diselesaikan pada
tahun 2022 ada 2 perkara, dengan rincian sebagai berikut :
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. Tabel 3.30
Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan

Aanmaning ' Sita Pengosongan

2 0 0 2

Realisasi Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
sebanyak 100% sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 30 %, hal ini
menunjukan Pengadilan Negeri Bintuhan telah dapat memenuhi permohonan
eksekusi dari masyarakat secara tepat waktu.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Bintuhan mendapatkan total alokasi
anggaran sebesar 3.954.704.000,- (tiga milyar Sembilan ratus lima puluh empat
juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) sebagai berikut :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran Dipa 01 sebesar Rp. 3.893.782.000, yang meliputi :
a. Belanja Pegawai : Rp. 2.652.339.000,-
b. Belanja Barang : Rp. 1.199.443.000,-
c. BelanjaModal : Rp. 37.000.000,-

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara lain untuk
gaji dan tunjangan. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang
dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk
didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja
barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan
penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya
dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja
(RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang

tidak mengikat.
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Tabel Realisasi Anggaran Belanja |
DIPA (01) Badan Urusan AdministrasiTahun 2022
No. Jenis Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Sisa Anggaran
Belanja Realisasi
Anggaran
1. Belanja Rp. Rp.2.598.512.607 - 97.97 % Rp.
P A 2.652.339.000,- 53.826.393,-
egawai
Belanja Rp. Rp. 97,70 % Rp.
2 Barang 1.199.443.000,- 1.171.832.171 - 27.610.829,-
3.  Belanja Rp. 37.000.000,- Rp.36.998.398, - 100 % 1.602
Modal
Total Rp. 3.893.782.000 Rp. 3.812.343.076 97,91 Rp. 81.438.924
Tabel Rincian Belanja Pegawai
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2022
No. Kode Uraian Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) %
Akun
1. 511111 Belanja  Gaji 999.583.000 989.433.260 98,98
Pokok
2 511119 Belanja 20.000 17.636 88,18
pembulatan
gaji
3. 511121 Belanja Tunj. 88.792.000 63.505.582 71,52
Suami istri
PNS. :
4, 511122 Belanja Tunj. 21.369.000 20.328.424 95,13
Anak PNS
50l 511123 Belanja Tunj. 28.140.000 21.770.000 77,36
Struktural PNS
6. 511124 Belanja Tunj. 1.162.356.000 1.146.890.000 99,53
Fungsional
DAIC
7. 511125 Belanja Tunj. 106.635.000 105.120.205 98,58
PPh PNS
8. 511126 Belanja Tunj. 59.747.000 59.746.500 100
Beras PNS
9. 511129 Belanja Uang 177.391.000 177.016.000 99,79
makan PNS
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10. 511151 Belanja Tunj. 18.306.000 14.685.000 80,22 ]
Umum PNS

2.652.339.000 2.598.512.607 97,97
Total

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2022

No. Kode Jenis Pagu (Rp.) Realisasi %
Akun Belanja (Rp)

. Belanja Barang Non Operasional

1 524111 Belanja 121.270.000 121.105.988 99,86
Perjaianan
Dinas

Total 121.270.000 121.105.988 99,86

Il. Belanja Barang Operasional

B 521111 Belanja 211.094.000 211.094.000 100
keperluan
perkantoran

2. 521114 Belanja 5.000.000 4.984.850 99,70
pengiriman
surat dinas
S 521115 Belanja honor 42.,000.000 42.000.000 100
operasional
satuan kerja
4. 521119 Belanja barang  33.005.000 32.999.274 99,98
operasinal
lainnya
6. 521811 Belanja barang 26.700.000 26.696.900 99,98
persediaan
Barang
konsumsi

5. 522111 Belanja 61.440.000 59.052.793 96,11
Langganan
Listrik

6. 522112 Belanja 6.000.000 464.754 7,75
Langganan
Telepon

i, 523111 Belanja 223.800.000 223.786.708 99,99
Pemeliharan
Gedung dan
Bangunan
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523121  Belanj; 126.389.000 - 126.363.500
pemeliharaan '
peralatan dan
mesin

735.428.000 727.442.779

- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
521241 Eeianja Barang  5.000.000 4.999.900
m oyl

Operasional -
Penanganan
~ n

s o riad A i

Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2022

532111 Belanja Modal Rp. 37.000.000,- Rp. 36.998.398,-
Peralatan dan |

mesin

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 60.922.000,- {enam puluh
juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).Belanja barang pada DIPA (03) Badan
Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.
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Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2022

Belanja :
| Barang i 60.922 2000, | soaseea. . 8B0A 1196 150-

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

‘521211 Belanja Jasa Rp. i
g 24,000,000 Rp. 24.000.000,
521114  Belanja g ‘
i ~ perjalanan p- i
| ginés s 6.140.000, - Rp. 5.578.850,-
521211  Belanja bahan
i Rp. 6.250.000,- Rp. 6.175.000,-
5B 'Belanja barang ‘
e e AR iRe . monRiee0):
! konsumsi I TR ke
524113 Belanja ' Rp T
i perjalanan : a00 - Rp. 15.190.000,-
i - dinas  dalam i 750_‘900'
524111 Belanja
' - Perjalanan 1.500.000 1.500.000

Dinas Biasa
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REALISAS| ANGGARAN PER PROGRAM
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

> Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung

> Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

> DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :
> Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2022

1. | 1066. 003
' Layanan Dukungan Manajemen
' Pengadilan

Rp. 5.000.000,-

Rp. 4.992.400, -

' (89,84%)
\

2. | 1066.994.001
' Gaji dan Tunjangan

R

' Rp.2.652.339.000,-

'Rp. 2.598.512.607
(97.97%)

3. | 1066.994.002

'Rp. 1.199.443.000,-

' Rp. 1.171.832.171,-

' Operasional dan Pemeliharaan . | (97,70)
| Kantor 1
4 | 1071.001 ' Rp. 37.000.000,- ' Rp. 36.998.398, -
' Layanan Sarana Intemnal ! ' (100%)
' JUMLAH 'Rp.3.893.782.000-  Rp. 3.812.343.076 - |
| ; (97.91%)
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. BAB IV PENUTUP :

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas || merupakan

suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Negeri
Bintuhan Keias  Il, karena pada Laporan Kinerja Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas |l Tahun 2022 ini melaporkan suatu capaian kinerja
(Perforrnance Resulf) selama tahun 2022 dibandingkan dengan rencana kerja
yang mengacu pada rencana Strategis (Strafegic Plan) Pengadilan Negeri
Bintuhan Kelas Il tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai
pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2022.

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |l sebagai badan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan tingkat
pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il bertekat untuk
secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja
kualitas pelayanan peradilan.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas peradilan tersebut
belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan
terhadap adanya pelayanan dllidang peradilan yang profesional, efektif, efisien
dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata
tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas
L.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Il tahun
2022, maka diharapkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas
kinerja lembaga peradilan sebagai institusi Pengadilan yang lebih berwibawa,
mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.
Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas 11 akan
terlaksana apabila unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana,
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tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik,
namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus
guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
1. Keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas I

pada tahun 2022 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa
sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja
telah terealisasi.

- Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara secara tepat waktu,
telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung Nomor:
214/KMA/SK/XI1I/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yaitu penanganan perkara
ditingkat pertama.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan
Kelas Il tahun 2022 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan
telah mencapai target.

- Pelayanan publik dalam implementasi Perma 12 Tahun 2016 tentang
penyelesaian perkara lalu lintas dengan memberikan kemudahan
pelayanan terhadap masyarakat dalam mengakses keadaan perkara yang
bisa dilakukan melalui Website.

2. Hambatan.

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan September, Oktober dan
Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat
pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bntuhan Tahun 2022




l

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada
beberapa saran-saran antara Jain :

- Menjalin koordinasi yang baik terkait pelaksanaan pekerjaan baik di internal
Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas |i maupun dengan instansi lain;

- Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi
perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman
dalam penilaian kinerja seluruh satker.

- Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi
antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan
berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang
bersangkutan.

- Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.
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LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II
TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI BINTUHA

JI. Pengadilan - Padang Kempas Nomor 01 Telp.
Bintuhan - Kabupaten Kaur 38963




1. Perjanjian Kinerja (Awal)Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas Ii Tahun 2022

Terwujudnya Proses i. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100
Peraditan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel
j. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100
K. Perseniase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikanl 100
Tepat Waktu
| Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan| 100
Tepat Waktu
m. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 90
hukum banding
n. Persentase perkara yang tidak mengajukan upayal 90
hukum kasasi
0. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya| 90
hukum Peninjauan kembali
p. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
. Index Kepuasan Pencari Keadilan a0
Peningkatan Efektivitas f. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang | 100
Pengelolaan Penyelesaian dikiim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perkara
g. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang 100
dikirim kepada Para Pihak TepatWakiu
h. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan 100
Banding,Kasasi, dan PK yang diajukan secara iengkap.
dan tepat waktu
i. Persentase  Perkara vang Diselesaikan melaluil 10
mediasi
| . Persentase putusan perkara yang menarik perhatian| 100
masyarakat yang dapat diakses secara online dafam
wakiu 1 hari setefah putus
Meningkatnya Akses d. Persentase Perkara Prodeo yang 4]
Peradilan bagi Masyarakat Piselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 0
di Luar Gedung Pengadilan
gy c.Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata vang Ditindak 30
terhadap Putusan lanjuti (Dieksekusi)
Pengadilan
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Revisi Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Terwujudnya Proses a. Persentase Perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, Diselesaikan Tepat Waktu
Transparan dan Akuntabel

b.Jumlah putusan yang menggunakan  10%
pendekatan keadilan restoratif

¢. Persentase Perkara yang Tidak 90%
Mengajukan Upaya Hukum Banding

d. Persentase Perkara yang Tidak 95%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

e. Persentase Perkara Pidana Anak 70%
yang Diselesaikan dengan Diversi

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan 98%
2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan Putusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian disampaikan ke para pihak Tepat
Perkara Waktu
b. Persentase Perkara yang 10%
Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang 0%
Peradilan bagi Masyarakat Diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang 0%
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadifan
¢. Persentase Pencari Keadilan 100%

Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 30%
terhadap Putusan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Pengaditan
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2, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas i

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGER! BINTUHAN

e
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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS Il
NOMOR W8.U5/ §o /KP.04.5/1/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGER! BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

- a. bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area
akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di

lingkungan Pengadilan  Negeri Bintuhan, Maka
Penyususnan Laporan Kinetja Instansi Pemerintah {(LK]IP) ;

b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja
suaty instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka

pertu dibentuk Tim Penyusunan LK(IP ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang periu
membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadian Negeri BintuhanKelas [i;

d. bahwa nama-nama sebagaimana terfampir dalam surat keputusan
ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Bintuhan.

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2008 tentang Tata

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1899 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Paraturan



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KEDUA
KEEMPAT

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusuhan Indikator Kinerja
Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinarja Instantasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinefja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi
Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN
NEGERI BINTUHAN KELAS Il TAHUN 2023;

Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah
Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) pada
Pengadilan Negeri Bintuhan;

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Bintuhan bertugas menghimpun bahan-bahan
laperan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
pada Pengadilan Negeri Bintuhan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mastinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada vang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Bintuhan
gal 02 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI
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DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NOMOR W8.U5/ 80 /KP.04.5/1/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LjKIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pelindung : ADIL HAKIM, SH., M.H.
Ketua : RAMA WIJAYA PUTRA, SH., M.H.
Sekretaris - JUMARDI LISMAN, S.H.
- SAMIDI, SH.
- Bagian Pidana
Koordinator :  ENDANG SULISTIONO, S.H.
Anggota . 1. UCIDIANA, S.H.

2. SINAR TAMBA TUA PANDIANGAN, S.H.
3. ALIYYA YUNITA, A.Md.A.B.
~ Bagian Perdata
Koordinator :
Anggota : ADI GUNA LUKITO, S.H.
1. YOKI SEPTIAWAN, S.H., M.H.
2. EFRIAN JULIZAR, A.Md

- Bagian Hukum :  DESIWIJAYANTI, S.H.
Koordinator 1. FERNANDES OKTOVANO, S.H.
Anggota 2. GUNAWAN SMITRI

- Bagian Umum dan : Plit. VICTOR ANDRE STEPANUS, S.E
Keuangan 1. SEPTI TRIWENI, S.H.
Koordinator 2. TAJUDIN RONI
Anggota 3. MARYANTO

- Bagian Kepegawaian :
Koordinator SUMAN JULIAN, S.E.

Anggota 1. LISTAM EFENDI

- Bagian Pelaporan, Tl dan
Perencanaan DINNA MUHARRGCKHMAH, S.H.

Koordinator 1. FAUZI, M.H.
2. SUPRIADI

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 02 Januari 2023
KEEL




